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PENGANTAR PENULIS

Puji syukur dan sembah sujud penulis panjatkan
kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahan nikmat,
hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulisan Buku dengan
Judul “GRAND DESIGN PELAYANAN KEPOLISIAN DI
WILAYAH KEPULAUAN” dapat diselesaikan dengan baik
sesuai harapan penulis. Dalam buku ini penulis
menguraikan  berbagai persoalan dalam pelayanan
kepolisian dan tentu juga grand design pelayanan
kepolisian dalam rangka peningkatan pelayanan di wilayah
kepulauan.

Penulis sepenuh hati menyadari bahwa Buku ini
dapat disusun dengan baik karena adanya bantuan serta
motivasi dari berbagai pihak. Olehnya itu penulis sangat
berterima kasih untuk semua pihak, yang telah membantu
penulis dalam proses penyusunan karya buku ini, sehingga
buku bisa sampai di tangan para pembaca.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa sesungguhnya
karya buku masih jauh dari kesempurnaan dalam
penyusunannya. Olehnya itu, masukan, saran dan kritikan
yang konstruktif dari semua pihak sangat dibutuhkan
dalam upaya penyempurnaan buku ini. Terima kasih untuk
semua pihak, dan semoga buku ini dapat bermanfaat dalam
pengembangan keilmuan khususnya pada aspek pelayanan
publik.

Ternate, 11 September 2022

Penulis
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BAB MASALAH DALAM
PELAYANAN
KEPOLISIAN
DI WILAYAH TIDORE
KEPULAUAN

A. Pendahuluan

Dalam konteks negara modern, pelayanan publik
telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin
penting. Pelayanan publik tidak lagi merupakan aktivitas
sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial
yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak Negara
berkembang pada masa lalu. Sebagai sebuah lembaga,
pelayanan publik menjamin keberlangsungan
administrasi negara yang melibatkan pengembangan
kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang
berasal dari dan untuk kepentingan publik. Sebagai
profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip
profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas,
efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan
bagi semua penerima pelayanan (Dwiyanto, 2003:7).

Orientasi pada pelayanan menunjuk pada
seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk
penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem pemberian
pelayanan yang dapat dilihat dari besarnya sumber daya
manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif
didayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna
jasa. Idealnya, segenap kemampuan dan sumber daya
yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan



BAB
SEKILAS

PANDANG
POLRES TIDORE

A. Polres Tidore: dari Masa ke Masa
1. Sejarah POLRES Tidore

a. Periode Sebelum Terbentuknya Provinsi Irian
Barat di Soasio Tidore (Tahun 1950 S/D 1956)

Kepolisian di pulau Tidore pada awalnya
adalah Distrik Kepolisian pada Tahun 1950 dan
sebagai Komanndan Distrik adalah AIPTU TIEN
WAHAB Setelah AIPTU TIEN WAHAB pensiun
maka komandan Distrik Kepolisian Tidore
diserahkan kepada BRIGADIR POLISI SALEH
AHMAD.

b. Periode Setelah Terbentuknya Provinsi Irian
Barat di Soasio (Tahun 1956 S/D 1962)

Sebuah keberpihakan kepada NKRI yang
tidak ternilai harganya yang telah diperjuangkan
oleh Kesultanan Tidore pada masa kemasa, maka
oleh pemerintah R.I dapat menghargai jasa besar
Kesultanan Tidore dalam upaya pembebasan Irian
Barat dari penjajahan Belanda, Pengharagaan itu
diwujudkan oleh pemerintah pusat lewat Undang-
Undang Nomor : 15 Tahun 1956 tanggal 17
Agustus 1956 membentuk Propinsi Irian Barat
yang berkedudukan di pulau Tidore dan
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BAB

HADAGA SKCK: GRAND
DESIGN PELAYANAN
KEPOLISIAN DIWILAYAH
TIDORE KEPULAUAN

A. Program Hadaga SKCK di Kepolisian Resor Tidore

Surat Keterangan Catata Kepolisian atau SKCK
adalah surat keterangan resmi yang diterbitka oleh
POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seseorang
pemohon/warga  masyarakat  untuk  memenhi
permohonan dari yang bersangkutan atau suatu
keprluan karena adanya ketentuan yang
mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata
dan catatan kepolisian yang ada tentag orang tersebut.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program
reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan
tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang
bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan
publik.

Pelayanan publik di Unit SKCK fungsi Intelkam
bagian penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
sangat konsen dalam mewujudkan hal tersebut di atas.
Dimulai dari peniadaan pungutan liar dan biaya yang
ada seuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 76 tahun
2020 tentang Jenis dan Tari Atas Jenis Penerimaan
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BAB PELAYANAN
KEPOLISIAN DI
WILAYAH TIDORE
KEPULAUAN

A. Pelaksanaan SKCK Di Kantor Kepolisian Resor Tidore

Seiring dengan keadaan sosial masyarakat yang
semakin meningkat, dimana masyarakat semakin sadar
akan kualitas maka diperlukan peningkatan kualitas atau
mutu pelayanan publik yang lebih berorientasi pada
kepuasan pelanggan. Artinya bahwa pihak pemerintah
dan kepolisian berusaha untuk memberikan pelayanan
yang terbaik (prima) dan mengevaluasinya berdasarkan
kaca mata pelanggan. Mutu mencakup tentang atribut-
atribut kualitas pelayanan seperti daya tanggap,
keyakinan, keramahan, dan efisien.

Dari sudut pandang pelanggan, kualitas
pelayanan bisa berarti suatu empati dan tanggap akan
kebutuhan pelanggan, pelayanan yang diberikan harus
selalu berusaha memenuhi semua kebutuhan serta
harapan mereka (pelanggan/masyarakat), diberikan
dengan cara yang mudah, ramah dan pelaksanaan
pelayanan juga harus tepat waktu pengurusan
perizinannya atau pengurusan lainnya. Dalam
memberikan pelayanan publik, pihak pemberi layanan
harus semaksimal mungkin untuk melayani kepentingan
masyarakat, artinya bahwa pemberi layanan harus tepat
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